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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 78 TAHUN 2019 

TENTANG  

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL 

 DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU 

 DI DAERAH-DAERAH TERTENTU  

 

I. UMUM 

Untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan Penanaman Modal 

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, 

dan percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, pendalaman 

struktur industri, serta mendorong Penanaman Modal dalam negeri dan 

Penanaman Modal asing di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 

daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman 

Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah 

tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. 

Penentuan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu 

yang menjadi tujuan Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak 

Penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas 

pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian 

yang menyeluruh.  

Sebagai bentuk penyederhanaan prosedur pengajuan dan pemberian 

fasilitas Pajak Penghasilan, perlu dilakukan harmonisasi dengan 

ketentuan yang terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik. Prosedur pengajuan dan pemberian 
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fasilitas Pajak Penghasilan akan dilakukan secara daring melalui sistem 

OSS. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari nilai Penanaman Modal diberikan secara 

bertahap selama 6 (enam) tahun, yaitu setiap tahunnya 

sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai Penanaman 

Modal berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk 

tanah, yang dipergunakan untuk Kegiatan Usaha Utama. 

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam 

hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian 

fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha). 

Contoh: 

PT A melakukan Penanaman Modal sebesar 

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar) berupa pembelian 

aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap 

PT A dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan 

neto sebesar 30% (tiga puluh persen) x 

Rp100.000.000.000,- (seratus miliar) = Rp30.000.000.000,- 

(tiga puluh miliar). Pembebanannya dilakukan secara 

merata setiap tahunnya selama 6 (enam) tahun atau setiap 

tahun dibebankan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar). 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id



No. 6418 

 

-3- 

Huruf c 

Contoh: 

Investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib 

Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan 

memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara 

yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak 

Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, 

atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki 

P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif 

pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh 

persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya 

dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di 

suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah 

Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih rendah 

dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut 

dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan 

tarif yang diatur dalam P3B tersebut. 

Huruf d 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, dapat 

dikompensasikan dengan keuntungan yang diperoleh dalam 

5 (lima) tahun pajak berikutnya.  

Dalam rangka mendorong Penanaman Modal, jangka waktu 

kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan lebih lama 

dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) 

tahun. Jumlah penambahan jangka waktu kompensasi 

kerugian tersebut dapat diberikan dalam hal dipenuhinya 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini. 

Yang dimaksud dengan ”infrastruktur sosial” merupakan 

sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan tidak 

bersifat komersial.  
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